“Dinamika Fungsi Pengawasan Dprd terhadap Penganggaran Publik” (Studi Kasus Pengawasan Dprd terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013) by Ambarawati, N. L. (Ni) et al.
1“DINAMIKA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENGANGGARAN PUBLIK”
(Studi Kasus Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Pertanggung jawaban Kepala
Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013)
Ni Luh Gede Ambarawati1), Tedi Erviantono2), Putu Eka Purnamaningsih 3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: Ambarawati@unud.ac.id1 , Tedierviantono@unud.ac.id2,
EkaPurnamaningsih@unud.ac.id3
ABSTRACT
Regional autonomy gives broad authority to the local government and legislature
(DPRD). Tabanan district as one of the autonomous regions have the authority in managing
the construction according to the characteristics based on local community needs. In the
context of regional autonomy, parliament exercises oversight especially in the
implementation of local revenue and expenditure budget (APBD). Oversight of the
accountability report on the implementation of the budget is the final stage toi be held at the
end of the fiscal year. However DPRD Tabanan on the realization of this oversight function
is still not running optimally. See these problems, then the purpose of this study was to obtain
a picture related to the actual implementation of the supervisory function of regency Tabanan
against accountability report on implementation of the budget of region heads. This research
uses qualitative descriptive method.The research findings indicate that the implementation of
the supervisory function which is run by the local parliament Tabanan especially against the
head of the region accountability report on implementation of the budget is still not optimal.
This is caused by the first, the dominance of political factors that ultimately eliminates the
essence of criticism and input from non-bearers of the party heads of regions. Second, the
lack of adjustment and coordination of sectoral programs. This constraints that accurs
because there is a clear agendas surveillance and reporting mechanisms monitoring results,
not been determined by standard regulations implementating the oversight function of
parliament and not optimal organization of all the resources of supervision.
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PENDAHULUAN
Perubahan pada era reformasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
ditandai dengan perubahan sistem
sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini
memberikan  kewenangan yang luas
kepada Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
melakukan dan mengelola pembangunan
sesuai karakteristik serta kebutuhan
masyarakat disetempat. Kewenangan
Pemerintah Daerah bersama DPRD salah
satunya melalui  penyusunan dan
penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Kabupaten Tabanan merupakan
salah satu daerah otonom yang dipimpin
oleh seorang Bupati sebagai Kepala
Daerah. Menjelang berlakunya tahun
anggaran baru, Kepala Daerah wajib
menyampaikan kepada DPRD atas
rancangan APBD. Penetapan rancangan
APBD menjadi Peraturan Daerah tentang
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dalam melaksanakan pengawasan.
Pengawasan menjadi salah satu fungsi
yang melekat pada DPRD selain anggaran
dan legislasi.
Pada akhir tahun masa anggaran
Bupati selaku Kepala Daerah wajib
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah kepada Pemerintah,
DPRD dan masyarakat. Rangkain ini
tercantum dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004. Penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban APBD
kepada DPRD merupakan bentuk
pertanggungjawaban Kepala Daerah atas
penyelenggaran Pemerintahanan Daerah
selama satu tahun masa anggaran,
ketentuan ini telah tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007.
Pada kondisi ini, DPRD
melakukan pengawasan melalui proses
evaluasi Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan Laporan
Pertanggungjawaban APBD yang di
sampaikan Kepala Daerah berdasarkan
hasil audit yang dilakukan BPK.
Keputusan evaluasi tersebut berupa
penerimaan atau penolakan atas laporan
pertanggungjawaban APBD yang
disampaikan oleh Kepala Daerah. Namun
secara faktual, DPRD Kabupaten Tabanan
belum pernah memberikan keputusan
penolakan atas laporan pertanggung
jawaban APBD yang disampaikan oleh
Bupati Tabanan melainkan hanya
memberikan rekomendasi berupa saran
maupun cacatan perbaikan. Berangkat dari
kondisi ini, pelaksanaan fungsi dewan
terutama pengawasan terhadap eksekutif
selama ini masih dipengaruhi faktor
individual yang cenderung dan berpotensi
untuk dijadikan arena negosiasi
kepentingan antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan
yang dilakukan oleh DPRD belum
memberikan kontribusi yang optimal.
Berangkat dari kondisi tersebut,
maka penelitian ini akan mendeskripsikan
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD.
Hal ini mengingat laporan
pertanggungjawaban merupakan aspek
terpenting dalam pengelolaan keuangan
daerah. DPRD sebagai kekuatan
penyeimbang (balance of power) serta
mitra kerja bagi Kepala Daerah yang
memiliki posisi strategis sekaligus fungsi
didalamnya (Budiardjo,2008:318),
sehingga rumusan masalah penelitian
adalah sebagai berikut:
 Bagaimanakah pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
atas pelaksanaan APBD Kabupaten
Tabanan Tahun Anggaran 2013 ?
 Kendala apa sajakah yang dihadapi
DPRD Kabupaten Tabanan dalam
melakukan pengawasan atas
Pelaksanaan APBD ?
KAJIAN PUSTAKA
1. MANAJEMEN
Frederik W. Taylor (1915) dalam Siswanto
(2005:32) menyatakan bahwa manajemen
sebagai proses penentuan suatu cara untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi
organisasi. Fungsi Manajemen dalam
Siswanto (2005:18) meliputi proses
perencanaan, proses pengorganisasian,
proses pelaksanaan dan proses
pengawasan. Jadi pengawasan sebagai
salah satu fungsi manajemen dimana
memastikan kegiatan sudah dilakukan
secara efektif serta efisien sesuai tujuan.
2. MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH
Penganggaran meliputi kegitan
penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pertanggungjawaban anggaran yang biasa
dikenal dengan siklus anggaran
(Yuwono,dkk. 2005:29). Aspek utama
APBD dalam kerangka otonomi daerah
mengarah pada budgeting reform dimana
perubahan dari traditional budget ke
performance budget yang pada dasarnya
adalah sistem penyusunan dan pengelolaan
3anggaran daerah dengan melihat
pencapaian hasil kinerja
(Mardiasmo.2002:105). Jadi dalam
pengelolaan APBD aspek
pertanggungjawaban menjadi tahapan
yang sangat penting, sehingga suatu
pertanggung jawaban harus dapat
menjelaskan sujauhmana pemanfaatan
dana publik telah memenuhi tujuan
pembangunan.
3. PEMERINTAHAN DAERAH
UU No.32 tahun 2004 menyebutkan
Pemerintahan Daerah sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan
didaerah dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya pada sistem dan prinsip NKRI.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah
terdiri dari dua unsur utama yakni
Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Kepala Daerah beserta perangkat daerah
yang berada di bawahnya dan DPRD
sebagai aktualisasi perwakilan rakyat di
daerah. Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terdapat pembagian
tugas antara Kepala Daerah dan DPRD
yaitu Kepala Daerah memimpin dibidang
eksekutif dan DPRD bergerak dalam
bidang legislatif, sehingga pendelegasian
kewenangan politik, pendelegasian
kewenangan urusan daerah, dan
pendelegasian kewenangan pengelolaan
keuangan daerah dapat saling
mengendalikan dan saling mengimbangi
satu sama lain guna menjalin hubungan
kesetaraan sesuai prinsip checks and
balance (Widjaja, 2005:25). Jadi DPRD
dan Kepala Daerah  memiliki
tanggungjawab yang sama untuk
mewujudkan pemerintahan daerah yang
berdayaguna dan berhasilguna, serta
transparan dan akuntabel untuk menjamin
produktivitas dan kesejahteraan dalam
memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat di daerah.
4. PENGAWASAN
Stoner dan Freeman (1989)
dalam Wasistiono (2009:143)
mengemukakan pengawasan ialah proses
untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai
rencana. Menurut Koontz (1994) dalam
Wasistiono (2009:143) mengemukakan
pengawasan ialah kegiatan mengukur
kinerja organisasi serta melakukan
tindakan dan merencanakan cara untuk
mencapai tujuan. Terdapat empat institusi
yang berperan dalam pengawasan
pelaksanaan APBD yaitu; 1) DPRD 2)
Satuan Pengawasan Internal (SPI), 3)
Pengawasan Eksternal dan 4) Menteri
Dalam Negeri.
Pada konteks pengelalolaan
keuangan dan pertanggungjawabannya,
pengawasan terhadap anggaran dijelaskan
pada PP No. 58 tahun 2005 pada pasal 132
bahwa DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan perda tentang
APBD. Jadi pengawasan yang dilakukan
DPRD bertujuan mewujudkan checks and
balances antara DPRD dan kepala daerah
dalam melaksanakan tugas dan
kewenanganya agar tewujudnya
kesejahteraan masyarakat.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode penelitian Deskriptif Kualitatif.
Teknik analisa data pada penelitian ini
mengikuti prosedur analisa Miles dan
Huberman (1992) dalam Prof.Dr. Sugiono.
2012:246 yaitu tahap mengumpulkan data,
selanjutnya mereduksi data, setelah itu
menyajikan data dan terahir menarik
kesimpulan.
PEMBAHASAN
1. BENTUK PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN TABANAN
TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TABANAN ATAS
PELAKSANAAN APBD TAHUN
2013
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Kabupaten Tabanan terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Bupati Tabanan atas
Pelaksanaan APBD Tahun 2013 dilakukan
melalui dua tahapan yaitu ;
I. Pertama, melakukan pengujian
terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah atas Pelaksanaan APBD.
Pengujian  ini merupakan evaluasi
DPRD Kapaten Tabanan berupa
rekomendasi perbaikan atas tingkat
capaian kinerja yang telah tertuang
dalam Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah. Hasil pengujian dari
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ini nantinya
akan disesuasikan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah diaudit oleh
Badan Pemerikasa Keuangan
(BPK) RI.
Penilaian atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Tabanan sebagaimana dilakukan pengujian
oleh DPRD merupakan suatu rekomendasi
berupa saran maupun catatan perbaikan
untuk kinerja kedepannya.  LKPJ Bupati
Tabanan Tahun Anggaran 2013 sesuai
dengan surat pengantar Nomor:
045/293/T.Pem tanggal 24 Februari 2014
sebagaimana yang dipaparkan diatas
selanjutnya pembahasan dilakukan pada
rapat intern Panitia Khusus (Pansus) yang
pembentukannya didasarkan pada Tatib
DPRD Kabupaten Tabanan serta pada
Rapat Paripurna (Intern) DPRD Kabupaten
Tabanan pada tanggal 22 April 2014.
Pembahasan ini untuk memutuskan
rekomendasi berupa masukan, catatan,
saran maupun catatan koreksi atas LKPJ
yang telah disampaikan oleh Bupati
Tabanan.
Dari rekomendasi yang diberikan
bahwa kurangnya koordinasi dan
penyesuaian program lintas sektoral
terlihat dari ketidakseimbangan alokasi
anggaran dengan realisasi program kerja
yang harus dilaksanakan pada masing-
masing bidang. Hal ini menunjukkan
ketidak jelian Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan dalam memilah
anggaran yang ditujukan untuk alokasi
dana dalam pelaksanaan urusan
penyelenggaraan pemerintahan. Seperti
halnya yang terjadi pada bidang
pendidikan dimana peneliti mencermati
adanya dana DAK yang tidak
terealisasikan sehingga menjadi SILPA
tahun 2014, sedangkan pada bidang
kesehatan terdapat anggaran yang
realisasinya melebihi target yang
direncanakan. Hal ini menunjukkan
lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan program  dari Pemerintahan
Daerah.
II. Kedua, melakukan pengusustan dan
penilaian terhadap
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD. Pengusutan pada kontek ini
diimplementasikan melalui
pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD tahun Anggaran 2013 yang
dilakukan secara berkala mulai dari
penyampaian pandangan umum fraksi,
Rapat intern Badan Anggaran, Rapat
Kerja Badan Anggaran dengan Tim
Anggaran Pemerintahan Daerah dan
Rapat Intern DPRD Kabupaten
Tabanan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan
terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD diimplementasikan
melalui rapat-rapat komisi dengan agenda
pembahasan pandangan umum fraksi pada
setiap komisi, mengadakan dengar
pendapat, kunjungan kerja maupun
pembentukan panitia khusus untuk
menangani permasalahan tertentu. Melalui
cara ini DPRD dapat menggunakan hak
tanyanya dengan mengundang semua
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
untuk dimintai keterangan. Hak ini juga
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interplelasinya dalam menerima, meminta
maupun mengusahakan untuk memperoleh
keterangan dari pejabat atau unit kerja
maupun pihak-pihak terkait mengenai
permasalahan tertentu.
Pada konteks ini penulis menyoroti
dinamisasi pandangan umum masing-
masing Fraksi yaitu fraksi PDI-P, fraksi
Golkar dan fraksi Demokrat dalam
menyoroti Laporan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2013 yang dibahas pada
Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2014 tanggal
11 Juli 2014. Dimana sebagaian besar
koreksi fraksi di atas lebih banyak
membahas pada beberapa persoalan.
Pertama, kinerja pengelolaan keuangan
daerah yang dijalankan oleh Kepala
Daerah sudah menunjukan kearah
perbaikan. Hal ini ditunjukan dari
perubahan raihan predikat kinerja
keuangan yang diberikan BPK RI yang
sebelumnya Disclaimer sudah berubah
menjadi WDP, namun ini perlu
dioptimalkan kembali. Kedua,
transparansi, akuntabilitas dan prioritas
pembanguan yang seringkali masih
terabaikan akibat masih lemahnya
perencanaan. Ketiga, Sisa Lebih Pagu
Anggaran (SILPA) dipandang masih
sangat besar akibat dari prediksi SILPA
yang belum dihitung dan ditetapkan secara
matang. Hal ini dianggap kegagalan bagi
Kepala Daerah dalam merencanakan
sekaligus merealisasikan program
pembangunan yang telah ada.
2. Analisis Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan DPRD Kabupaten
Tabanan terhadap Laporan
Pertanggung jawaban Bupati
Tabanan atas Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2013
a. Tinjauan Berdasarkan Sifat
Pengawasan
UU No.32 Tahun 2004
menempatkan DPRD menjadi salah satu
unsur pemerintahan daerah. Melalui posisi
ini, DPRD mempunyai peran penting
dalam melakukan pengaturan dan
pengawasan atas seluruh kebijakan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
oleh Kepala Daerah. Peran ini
menegaskan bahwa DPRD memiliki
kekuasaan yang tidak terbatas dalam
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan daerah, sehingga
fungsi pengawasan secara menyeluruh
dapat dilakukan secara preventif dan
represif dalam keterlibatannya pada proses
regulasi kebijakan daerah.
Pada implentasinya pelaksanaan
pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan
lebih diposisikan pada pengawasan yang
bersifat Represif dalam usaha perbaikan
dengan meneliti dan mengevaluasi surat
pertanggungjawaban (SPJ) yang
dilaporkan oleh masing-masing SKPD.
Dari poin yang menjadi catatan
rekomendasi terlihat bahwa DPRD
Kabupaten Tabanan lebih memposisikan
fungsi pengawasanya pada pengawasan
yang bersifat Represif. Padahal jika
melihat keterlibatannya secara menyeluruh
dalam proses penganggaran, fungsi
pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan
dapat lebih diposisikan pada pengawasan
Preventif sejak anggaran itu direncanakan.
b. Tinjauan Berdasarkan Teknik
Pengawasanya
Dari hasil penelitian dan wawancara
bersama dengan beberapa informan,
DPRD Kabupaten Tabanan cenderung
hanya melakukan pengawasan secara
normatif yang lebih banyak bersifat reaktif
dan sporatik.Hal ini terlihat pada
implemetasinya DPRD Kabupaten
Tabanan melakukan pengawasan langsung
berupa monitoring kelapangan melalui
inspeksi lapangan. Hanya saja DPRD
Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan
inspeksi lapangan ini lebih banyak
dilakukan ketika mendapatkan laporan
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data yang dihimpun dalam inspeksi
lapangan ini disesuaikan berdasarkan
penilaian masyarakat bukan berdasarkan
agenda pengawasan yang seharunya
tersusun.  Melalui data ini DPRD
Kabupaten Tabanan akan melakukan
hearing dengan pimpinan unit kerja
Pemerintahan Daerah yang terlibat
langsung didalamnya.  Pengawasan tidak
langsung lebih banyak diimplementasikan
dengan mengkaji hasil laporan yang
diberikan oleh pihak yang melakukan
pemeriksaan maupun audit. Seperti pada
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
terhadap laporan pertanggungjawabann
Bupati Tabanan atas Pelaksanaan APBD.
Melalui pengawasan ini DPRD melakukan
pengusutan dan penilaian terhadap LPJ
Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD
yang disesuaikan berdasarkan temuan
BPK RI.
c. Tinjauan Berdasarkan Tipe
Pengawasanya
Dewan dalam melaksanakan fungsi
legislatifnya terutama fungsi
penganggaran dan fungsi pengawasan
secara profesional dan independen dapat
dilakukan melalui ketiga tipe pengawasan
untuk memberikan informasi seawal
mungkin. Mengingat DPRD merupakan
lembaga diluar eksekutif yang diposisikan
sebagai mitra kerja Kepala Daerah dalam
mewujudkan checks and balances.
Pada implentasinya fungsi
pengawasan yang dilakukan DPRD
Kabupaten Tabanan lebih diposisikan
pada pengawasan yang bertipe
Pengawasan Umpan Balik (Feedback
Control atau Past-Action Control) dimana
pengawasan yang dilakukan dengan
mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan
yang telah diselesaikan. Melalui evaluasi
ini, semua temuan yang dinilai sebagai
sebuah penyimpangan akan dijadikan
bahan evaluasi untuk perbaikan pada
kegiatan yang sama  dimasa mendatang.
Sehingga sistem peringatan dini (early
warning sytem) belum dilaksanakan secara
optimal dan efektif. Tidak optimalnya
peran pengawasan dalam memberikan
informasi sedini mungkin, karena sistem
peringatan dini yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Tabanan lebih
diarahkan untuk perbaikan dimasa yang
akan datang.
3. Kendala yang Dihadapi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Melakukan Pengawasan Terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Kabupaten Tabanan
a. Belum Terlembaganya Sistem Standar
dan Prosedur Baku Pelaksanaan
Pengawasan pada DPRD Kabupaten
Tabanan
Hal ini karena peraturan yang ada
belum mengatur secara jelas dan tegas
tentang tata cara yang dapat dilakukan
oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya untuk mengawasi kinerja
Pemerintahan Daerah terutama terkait
pelaksanaan anggaran dan belum adanya
standar sistem SOP terlihat dari
mekanisme yang digunakan dalam
melaksanakan fungsi pengawasan.
b. Belum Tersusunya Agenda
Pengawasan dan Mekanisme
Tindaklanjut dalam Pelaporan Hasil
Pengawasan di DPRD Kabupaten
Tabanan
Fungsi pengawasan yang diemban
oleh dewan merupakan fungsi yang
melekat dan tidak terbatas dalam
pelaksanaannya, sehingga agenda yang
mencakup aspek pengelolaan pengawasan
meliputi penentuan arah kebijakan
pengawasan, metodologi pengawasan dan
manajemen pelaksana pengawasan
sangatlah dibutuhkan guna tercapainya
pengawasan yang efektif dan optimal.
Hanya saja pada implentasinya, DPRD
7Kabupaten Tabanan belum menyusun
agenda pengawasan secara matang.
Dimana agenda yang selama ini disusun
hanya sebagai formalitas pelaksanaan
tupoksi anggota dewan. Selama ini DPRD
Kabupaten Tabanan melakukan
pengawasan secara sporantik yang
didasarkan atas laporan yang diperoleh
terutama terkait pelaksanaan APBD.
c. Belum Optimalnya Pengorganisasian
Seluruh Sumber Daya Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah
satu fungsi penting untuk menjamin
ketercapaian inspirasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Mengingat obyek
yang diawasai oleh DPRD begitu luas
yaitu mencakup berbagai bidang
pemerintahan, sehinggajaringan kerjasama
pengawasan sangatlah dibutuhkan. Dalam
hal ini DPRD dapat mengoptimalkan
seluruh potensi sumber daya yang tersedia
baik dengan mengorganisasikan aparat
pengawasan fungsional, lembaga swadaya
masyarakat maupun media massa.
Pada implentasinya DPRD Kabupaten
Tabanan dalam melakukan pengawasan
belum secara aktif menjalin hubungan
kerjasama dengan jaringan/ instansi dan
aliansi strategis. Hal ini terlihat dari posisi
DPRD dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan yang
dilakukan secara sporantik dan hanya
diawasi sendiri oleh DPRD dalam hal ini
hanya oleh anggota masing-masing komisi
atau gabungan komisi yang terkait mulai
dari pengawasan kebijakan, pengawasan
penyusunan dan pelaksanaan program
pembangunan. Keterlibatan sumber daya
pengawas lainya di luar DPRD jarang
sekali dilibatkan baik dalam pertukaran
informasi hasil pengawasan maupun
sinergi pelaksana pengawasan, sehingga
informasi yang dihasilkan lebih mengarah
pada hasil satu arah yang bersumber dari
DPRD sendiri.
PENUTUP
Tanggungjawab DPRD dalam
keterlibatannya secara langsung dan
menyeluruh dalam proses penganggaran
mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pelaporanya, sehingga dewan dapat
melaksanakan fungsi legislatifnya
terutama fungsi penganggaran dan fungsi
pengawasan secara profesional dan
independen. Hanya saja pada
implementasinya pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan
terhadap penggagaran publik terutama
terkait Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2013 belum berjalan
optimal. Hal ini dikarenakan lemahnya
peran check and balance pada pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilaksanakan
dewan sehingga dinamika yang terjadi
cenderung mengarah kepada dominasi
partai politik yang pada akhirnya
menghilangkan esensi kritik dan masukan
yang tentunya mengarah pada masukan
yang bersifat korektif. Pada konteks ini,
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD Kabupaten Tabanan lebih
diposisikan pada pengawasan tidak
langsung yang lebih bersifat represif,
sehingga peran pengawasan untuk
memberikan informasi seawal mungkin
sebagai bagian dari sistem peringatan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
belum dapat berjalan secara efektif.
Terkait kendala  dalam pelaksanaan
pengawasan yang selama ini belum
berjalan secara optimal pada DPRD
Kabupaten Tabanan, karena belum
terlembaganya sistem standar dan prosedur
baku pelaksanaan pengawasan, belum
tersusunnya agenda pengawasan yang jelas
dan mekanisme pelaporan hasil
pengawasan, dan belum optimalnya
pengorganisasian seluruh sumberdaya
pengawasan.
Dalam mengoptimalisasikan
fungsi pengawasan terutama terhadap
penganggaran publik terkait pelaksanaan
APBD, penulis mengharapkan adanya
peningkatan kapasitas fungsi pengawasan
terutama penigkatan manajemen fungsi
8pengawasan yang lebih diarahkan untuk
memberdayakan kapasitas pengelolaan
tugas pokok dan fungsi DPRD yang lebih
diposisikan secara profesional dan
independen sebagai lembaga di luar
eksekutif yang memiliki fungsi
pengawasan. Melalui rekomendasi yang
penulis samapaikan diharapkan
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan
secara optimal dan efektif sehingga checks
and balances antara DPRD dan eksekutif
dalam mewujukan good governance atau
pemerintahan yang baik dan clean
governament atau pemerintah yang bersih
dapat tercapai dan tujuan pembangunan
sesuai dengan visi misi Kabupaten
Tabanan dapat terwujud serta dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Tabanan.
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